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Abstract 

The sakinah family full of mawaddah and rahmah is everyone's dream. A 

sakinah family can be built if every element of the family, especially husband 

and wife, understands the purpose of marriage and works out their respective 

rights and obligations. They love each other, love, respect, and help each other 

both outwardly and mentally. They understand each other and appreciate each 

other's positions and functions. If this all goes well, then a serene happy family, 

full of love and affection, will automatically form in their family. The problem 

is, if every element in the family, especially husband and wife, does not 

understand and implement all of it well, then their family becomes a family that 

is problematic, full of slander, full of prejudice, not harmonious, and finally the 

family cannot be maintained. Indeed, there has never been a family without 

strife and differences. Therefore, the advisory factor becomes very important in 

order to get the family back on track. New patterns of counseling troubled 

families that can be developed in Indonesia need to be continuously studied and 

tested for reliability. While we use and perfect the old pattern, this new pattern 

needs serious attention, especially from BP4 which is very experienced and 

known as a leading marriage advisory agency in Indonesia. The essence of the 

Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2008 

concerning Mediation Procedures in Court is what the Minister of Religious 

Affairs and his staff have wanted since decades ago. The nature of what is 

desired is that the advisory role performed by professional institutions outside 

https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah
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the court – in this case BP4 – can be enlarged, so that the number of broken 

families can be minimized as much as possible 

Keywords: Mediation, Alternative Counseling of Troubled Families 

 

Abstrak 

Keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah merupakan dambaan 

setiap orang. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, 

terutama suami dan isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak 

dan kewajiban masing-masing. Mereka saling cinta mencintai, hormat 

menghormati dan saling membantu lahir maupun batin. Mereka saling 

memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini 

semua berjalan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan 

kasih sayang, akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga mereka. 
Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan isteri tidak 

memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka jadilah keluarga mereka 

sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, penuh prasangka, tidak harmonis, dan 

akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan kelangsungannya. Memang, tidak 

pernah ada keluarga yang tanpa perselisihan dan perbedaan. Oleh karena itu faktor 

penasihatan menjadi sangat penting dalam rangka mengembalikan keluarga kepada rel 

yang semestinya. Pola baru penasihatan keluarga bermasalah yang dapat 

dikembangkan di Indonesia perlu terus dikaji dan diuji kehandalannya. 

Sementara kita menggunakan dan menyempurnakan pola lama, pola baru ini 

perlu mendapat perhatian yang serius, terutama dari BP4 yang sudah sangat 

berpengalaman dan dikenal sebagai lembaga penasihatan perkawinan 

terkemuka di Indonesia. Hakikat dari Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah 

apa yang dikehendaki oleh Menteri Agama dan jajarannya sejak sekian puluh 

tahun yang lalu. Hakikat apa yang dikehendaki adalah bahwa peranan 

penasihatan yang dilakukan oleh lembaga profesional di luar pengadilan –dalam 

hal ini BP4- dapat diperbesar, sehingga jumlah keluarga yang pecah dapat 

diminimalisir sebanyak mungkin 

Kata Kunci: Mediasi, Alternatif Penasihatan Keluarga Bermasalah 

 

Pendahuluan 

Dalam pergaulan bermasyarakat, tempat kita hidup di tengah-tengah orang 

yang berbeda tabiat dan kepentingan, kita pasti akan sering berhadapan dengan 

perselisihan. Perselisihan itu bisa disebabkan oleh hal yang sepele dan tidak 

mempunyai akibat hukum apa pun, seperti perbedaan pendapat antara suami 

http://unhicommunity.blogspot.com/
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istri, tentang penentuan waktu keberangkatan ke luar kota, atau bisa pula 

merupakan persoalan serius dan mempunyai akibat hukum, misalnya tentang 

batas tanah dengan tetangga atau perselisihan atas perjanjian yang telah dibuat 

sebelumnya. Perselisihan atau persengketaan semacam ini merupakan satu 

keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang. 

Keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah merupakan dambaan 

setiap orang. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, 

terutama suami dan isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak 

dan kewajiban masing-masing. Mereka saling cinta mencintai, hormat 

menghormati dan saling membantu lahir maupun batin. Mereka saling 

memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini 

semua berjalan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan 

kasih sayang, akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga mereka. 

Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan isteri 

tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka jadilah 

keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, penuh 

prasangka, tidak harmonis, dan akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan 

kelangsungannya. 

Memang, tidak pernah ada keluarga yang tanpa perselisihan dan perbedaan. 

Itu sangat manusiawi. Dewasa ini, berbagai macam konflik atau sengketa sering 

muncul dalam masyarakat. Penyebabnya sangat beraneka ragam dan 

multidimensi, seperti karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, 

harga diri, dan sebagainya. Hal ini kemudian menimbulkan konflik 

kepentingan. Konflik atau sengketa merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan 

dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik menjadi hal yang 

mendesak dibahas, mengingat semakin meningkatnya jumlah dan kadar konflik 

dari hari kehari, baik yang disertai kekerasan maupun tidak.Pada hakikatnya, 

konflik atau sengketa muncul karena adanya masalah. Masalah sendiri terjadi 

karena adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, atau karena adanya 

perbedaan antara hal yang diinginkan dengan hal yang terjadi. Semakin jauh 

perbedaan antara harapan dan kenyataan yang terjadi, maka akan semakin besar 

permasalahanya. Sebaliknya semakin dekat jarak kesenjangan antara keinginan 

dan yang terjadi maka semakin kecil pula masalah yang terjadi. 

 Konflik-konflik itu tidak mungkin dibiarkan begitu sja, tetapi perlu 

dicarikan alternatif penyelesaiannya secara tepat, supaya tidak berkepanjangan. 

Masing-masing konflik yang terjadi belum tentu sama treatment 
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penyelesaianya.
1
 Dalam hal ini setiap masyarakat umumnya mempunyai cara 

sendiri dalam menyelesaikan setiap sengketa atau konflik yang dihadapi, mulai 

dari cara-cara yang sederhana sampai cara yang lebih kompleks. Dalam 

sengketa perdata pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk 

menentukan pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Karena pola 

penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi 

keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil dan sejahtera. Salah satu 

cara penyelesaian sengketa yaitu dengan mediasi (Altrnatif Dispute Resolution ) 

yaitu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang lazim 

disebut penyelesaian nonlitigasi. 

Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kepustakaan 

(library research). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang akan atau sedang diteliti.Kelebihan atau peranan studi kepustakaan adalah 

sebagai berikut: (1) peneliti mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahan; 

(2) peneliti dapat menempatkan secara perspektif; (3) peneliti dapat membatasi 

pertanyaan dan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan 

permasalahan; (4) peneliti dapat mengetahui dan menilai hasil- hasil penelitian 

yang sejenis yang mungkin kontradiktif antara satu dengan lainnya; (5) peneliti 

dapat menentukan pilihan metode yang tepat untuk memecahkan permasalahan; 

(6) studi literaturndapat mencegah atau mengurangi replikasi yang kurang 

bermanfaat dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lainnya; (7) 

peneliti lebih yakin dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang hendak 

dilakukannya. Studi pustaka atau landasan teori sangat penting dalam sebuah 

penelitian, karena itu kelemahannya adalah seorang peneliti tidak bisa 

mengembangkan masalah jika tidak memiliki acuan landasan teori yang. Studi 

Kepustakaan bertujuan untuk menemukan jawaban bagaimana Mediasi Sebagai 

Salah Satu Alternatif Penasihatan Keluarga Bermasalah 

Pembahasan 

Pengertian dan Ruang lingkup Mediasi. 

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan 

praktisi akhir-akhir ini. Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan 

                                                           
1
Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitase Alternatif Penyelesaian Sengketa,(Yogyakarta: 

Gama Media, 2008), 3 
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secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupanya cukup luas. Mediasi tidak 

memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan di bedakan 

dari proses pengambilan keputusan lainnya. 

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare 

yang berarti berada di tengah.  Makna ini menunjuk pada peran yang 

ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. „ berada di tengah‟ juga 

bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam 

menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang 

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari 

pihak yang bersengketa.
2
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi 

diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian 

suatu perselisihan sebagai penasihat.
3
 Pengertian mediasi yang diberikan kamus 

Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur. Pertama, mediasi merupakan 

proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak 

atau lebih. Kedua , pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah 

pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang 

terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan 

tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. 

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan 

pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk 

menyelesaikan perselisihanya. 
4
 Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat kita 

simpulkan Mediasi adalah proses pembuatan keputusan dimana para pihak 

dibantu oleh pihak ketiga (mediator), mediator berusaha untuk meningkatkan 

proses pembuatan keputusan dan membantu para pihak untuk menghasilkan 

outcome yang dapat disepakati oleh para pihak. 

  Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki 

ruang lingkup utama berupa wilayah privat (perdata). Sengketa-sengketa 

perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, 

lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainya dapat diselesaikan 

melalui mediasi. Penyelesaian sengketa melaui jalur mediasi dapat ditempuh di 

                                                           
2
 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif hukum Syariah, Hukum Adat,dan Hukum 

Nasional,(Jakarta: Kencana,2009), 2 
3
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569 
4
 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif hukum Syariah, Hukum Adat,dan Hukum 

Nasional,….3 
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pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan 

merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila 

mediasi dilakukan diluar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan 

bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. 

Perma No 1 tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih 

komprehensif, lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di 

pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berpekara untuk menempuh proses 

perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi, bagi 

pelanggaran, terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal 

demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau 

mengabaikan Perma No. 1 tahun 2008 ini.  

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berpekara tidak 

mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan 

menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan 

melakukan mediasi Akan tetapi, secara medasar perlu dipahami bahwa 

kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara 

yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat 

dan mengetahui sebuah cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan 

sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, diharapkan para pihak mampu 

menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.Kunci 

utama dalam mediasi adalah permasalahan waktu Dalam sengketa-sengketa 

bisnis, semakin panjang waktu yang terbuang untuk menyelesaikan sengketa 

adalah kerugian besar terhadap kepentingan bisnis mereka. Jika menggunakan 

penyelesaian sengketa melalui peradilan biasa, perlu dipertimbangkan sistem 

pengadilan yang unpredictable, dapat mendorong pilihan penyelesaian pekara 

melalui mediasi. 

Tujuan dan Manfaat Mediasi 

  Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan 

damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui 

mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada 

pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam 

mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh 

dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam 

pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga 

proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. 



Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penasihatan Keluarga Bermasalah 
 

179 

 

Salimiya, Vol. 4, No. 2, Juni 2023 

  Penyelesaian senketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan 

manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri 

persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam 

mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, 

sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu 

dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar 

persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini 

menunjukkan adanya keinginana para pihak untuk menyelesaikan sengketa, 

namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

  Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti 

tidak mungkin dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah 

keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. 

Keinginan dan iktikat baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak 

ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah saatu bentuk 

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat 

memberikan sejumlah keuntungan antara lain: 

1)  Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan senketa secara cepat dan relatif 

murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan 

atau ke lembaga arbitrase. 

2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka 

secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga 

mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 

3)  Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secar 

langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 

4)  Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control 

terhadap proses dan hasilnya. 

5)  Mediasi dapat mengubah haasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 

diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus. 

6)  Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan 

saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa 

karena mereka sendiri yang memutuskannya. 
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7)  Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper 

selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan 

oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.
5
. 

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, 

melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan.  

1) Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara 

yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui 

mediasi, dengan sendirinya, akan megurangi penumpukan perkara di 

pengadilan. 

2) Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan 

memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesenjangan 

untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu 

yang tidak terpuji.  

3) Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut 

juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat. 

Prinsip-Prinsip Mediasi 

Dalam mediasi terdapat lima prinsip dasar, yang dikenal dengan lima 

dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah: 

a. Prinsip kerahasiaan 

 Kerahasiaan atau confidentiality yang dimaksud ialah bahwa segala 

sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator 

dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau 

pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus 

menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut. Mediator juga tidak bisa 

dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilakukan penyelesaiannya di 

dalam mediasi yang ia prakarsai apabila kasus tersebut dibawa ke forum 

yang lain, seperti pengadilan. Masing-masing pihak yang bertikai 

(disputants) disarankan untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu 

dan kepentingan dari masing-masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini harus 

diberikan supaya masing-masing pihak dapat mengungkapkan masalah dan 

kebutuhannya secara langsung dan terbuka. 

 

 

                                                           
5
 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif hukum Syariah, Hukum Adat,dan Hukum 

Nasional,….26 
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b.  Prinsip voluntariness (kesukarelaan).  

 Yakni masing-masing pihak yang bertikai (disputants) datang ke 

mediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada  paksaan 

dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang 

akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan 

mereka bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka 

sendiri. 

c. Prinsip empowerment (pemberdayaan).  

 Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke 

mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan 

masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka 

inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, 

oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak 

dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap 

masing-masing pihak (disputants) karena hal itu akan lebih memungkin 

bagi keduanya untuk menerimanya. 

d.  Prinsip neutrality (netralitas).  

 Di dalam mediasi peran seorang meditor hanyalah memfasilitasi 

prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik disputans (pihak yang 

bertikai), sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Di dalam mediasi 

seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang 

memutuskan salah benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat 

dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan jalan 

keluar/penyelesaian kepada kedua belah pihak. 

e.  Prinsip a uniqe solution (solusi yang unik).  

 Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus 

sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan 

oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak. Hal ini  berkaitan erat 

dengan konsep pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.
6
 

Pola Penasihatan Keluarga Bermasalah  

Selama ini, pola penasihatan keluarga bermasalah di Indonesia ada dua 

macam, yaitu penasihatan di luar pengadilan dan penasihatan di pengadilan. 

Penasihatan di luar pengadilan dilakukan oleh perorangan -biasanya seorang 

tokoh masyarakat, tokoh agama atau anggota keluarga yang dituakan- atau oleh 

                                                           
6
 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif hukum Syariah, Hukum Adat,dan Hukum 

Nasional , 30 
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lembaga penasihatan, seperti BP4 dan lembaga penasihatan atau konsultasi 

keluarga lainnya. Sedangkan penasihatan di pengadilan dilakukan oleh majlis 

hakim, pada setiap kali persidangan, terutama pada sidang pertama yang harus 

dihadiri oleh suami dan isteri secara pribadi, tidak boleh diwakilkan. Pola 

penasihatan seperti disebutkan di atas mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya. Di antara kelebihannya adalah bahwa penasihatan di luar 

pengadilan dapat dilakukan lebih informal dan tidak dibatasi ketentuan-

ketentuan hukum acara, sehingga permasalahan lebih banyak dapat digali tanpa 

dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan demikian, maka pemecahannyapun 

dapat ditentukan dengan pertimbangan yang matang, sehingga dapat diterima 

oleh kedua belah pihak. Namun demikian, penasihatan di luar pengadilan 

sangat tergantung kepada kadar kesulitan permasalahan dan tergantung kepada 

tingkat “kewibawaan” para penasihat, baik perorangan maupun lembaga. 

Hasilnyapun tidak mempunyai kekuatan hukum, apalagi jika permasalahan 

tidak dapat dipecahkan dan suami-isteri tidak dapat didamaikan. 

Sementara itu, penasihatan di pengadilan sangat dibatasi waktu, tempat 

dan ketentuan-ketentuan beracara, sehingga permasalahan tidak dapat digali 

sebanyak permasalahan yang dilakukan pada penasihatan di luar pengadilan. 

Demikian pula pemecahannyapun. Pendek kata, penasihatan di depan sidang 

pengadilan lebih banyak untuk memenuhi ketentuan formil dan sangat sulit 

dapat dikembangkan sebagaimana penasihatan di luar pengadilan. Apa lagi 

pasangan suami isteri yang datang ke pengadilan, pada umumnya, adalah 

pasangan yang membawa permasalahan keluarga yang sangat berat, sudah 

patah arang. Memang demikian, karena sidang pengadilan pada dasarnya 

bukanlah merupakan lembaga penasihatan, namun ia adalah lembaga pelaku 

kekuasaan kehakiman, yang dalam kegiatannya berfungsi juga untuk 

melakukan penasihatan sebelum memeriksa lebih jauh perkara yang diajukan 

dan memutus perkara jika tidak ada kesepakatan damai di antara para pihak. 

Hasil penasihatan –berupa kesepakatan untuk damai atau tidak ada kesepakatan 

apa-apa dapat langsung dijadikan dasar oleh majlis hakim untuk melakukan 

proses hukum selanjutnya: pembuatan akte perdamaian atau pemeriksaan 

perkara sesuai permohonan atau gugatan. 

Kelemahan secara keseluruhan dari pola penasihatan yang ada dewasa 

ini adalah tidak ada keterkaitan hukum yang kuat antara penasihatan di luar dan 

di dalam pengadilan. Penasihatan di luar pengadilan dilakukan bukan atas 
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perintah atau rekomendasi majlis pengadilan. Sehingga hasilnyapun, jika 

dibawa ke pengadilan, bukan merupakan rekomendasi yang kuat yang langsung 

dapat diterima oleh majlis hakim. Majlis hakim harus melakukan proses dari 

awal lagi, walaupun yang berperkara telah melalui proses penasihatan di luar 

pengadilan. Dengan kata lain, penasihatan-penasihatan di pengadilan tetap 

dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Pola penasihatan seperti di atas, 

tidak menguntungkan kepada pencari keadilan atau kepada sistem penasihatan 

itu sendiri. Salah satu penyebab dari kelemahan pola selama ini adalah belum 

ada ketentuan tehnis beracara yang dapat dijadikan pedoman oleh pengadilan, 

sehingga seringkali terjadi adanya hubungan yang kurang mesra antara Kantor 

Departemen Agama dengan Pengadilan Agama. Contoh kekurang-mesraan 

tersebut antara lain akibat adanya perbedaan penafsiran atas Pasal 28 ayat (3) 

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai 

Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan 

Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. 

Sebagian petugas di Kantor Departemen Agama memandang bahwa 

berdasarkan peraturan Menteri tersebut, semua pasangan suami-isteri yang akan 

berperkara di PA harus melalui penasihatan BP4 terlebih dahulu. Demikian 

pula, perselisihan suami-isteri yang sedang ditangani oleh BP4 hendaknya 

diselesaikan terlebih dahulu di BP4 sebelum dibawa ke pengadilan. Seakan-

akan, kalau belum tuntas di BP4, pasangan suami isteri tidak boleh langsung ke 

PA. Sementara petugas PA memandang bahwa pengadilan tidak boleh menolak 

menerima perkara yang menjadi kewenangannya, yang diajukan oleh pencari 

keadilan, dengan alasan sedang dalam proses penasihatan BP4, sebab hal itu 

melanggar undang-undang. 

Sebenarnya, kalau kedua belah pihak memahami tugas dan 

kewenangannya masing-masing, serta saling hormat menghormati atas tugas 

dan kewenangan pihak lainnya, maka “kemesraan” antara dua instansi ini tidak 

akan terganggu. Bunyi Pasal 28, ayat (3) Peraturan Menteri tersebut adalah: 

“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, 

berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada 

Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, 

agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga;” . Ketentuan ini harus difahami bahwa untuk kepentingan suami-isteri 

yang ditimpa masalah, maka PA dapat meminta bantuan BP4 -bukan suatu 

kewajiban- untuk menasihati suami isteri tersebut. Dalam praktek, seringkali 
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pencari keadilan langsung mendaftarkan ke PA tanpa melalui BP4, mungkin 

karena tidak mengetahui adanya BP4 dan manfaat penasihatannya, atau 

mungkin merasa tidak ada kewajiban untuk mendatangi BP4 terlebih dahulu, 

atau mungkin merasa kurang ada manfaat dari penasihatan BP4. Pengadilan 

berdasarkan hukum acara yang berlaku memang tidak boleh menolak perkara 

yang diajukan oleh pencari keadilan tersebut. Pengadilan setelah tidak berhasil 

mendamaikan yang berperkara pada sidang pertama, dapat saja, menyarankan 

agar para pihak mendatangi lembaga konsultasi keluarga, seperti BP4, untuk 

mendapatkan penasihatan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara 

dilanjutkan. Namun, mungkin selama ini, atas pertimbangan banyak hal, majlis 

hakim memandang bahwa jika hal itu dilakukan maka proses peradilan yang 

ditentukan oleh undang-undang harus berjalan dengan sederhana, cepat dan 

biaya ringan, akan terhambat. Majlis hakim merasa tidak ada kewajiban untuk 

menyarankan atau memerintahkan agar yang berperkara terlebih dahulu harus 

ditangani oleh lembaga penasihatan dan sejenisnya.  

Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif.  

Memperhatikan pola penasihatan keluarga bermasalah di Indonesia yang 

terjadi selama ini sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

pola tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Kini, permasalahan 

tersebut di atas mulai terbuka untuk dapat diatasi. Pola penasihatan di luar 

pengadilan, yang sama sekali tidak berkaitan dengan pengadilan, dapat terus 

berlangsung, bahkan ditingkatkan kualitas dan kuantitas penasihatannya. Unsur 

pokok dan penunjang penasihatan, seperti sumber daya manusia, anggaran, 

sarana prasarana, metode, pemasyarakatan dan lainnya perlu mendapatkan 

perhatian dari pihak yang berwenang. Sementara itu, pola penasihatan di dalam 

pengadilan dapat dikembangkan menjadi pola baru dengan memanfaatkan 

penasihatan dari luar pengadilan. Dengan kata lain, pola yang mengintegrasikan 

penasihatan di luar majlis pengadilan ke dalam proses beracara di pengadilan 

dapat diterapkan dengan menyiapkan perangkat peraturan perundang-

undangannya serta penunjang lainnya yang diperlukan. Pola yang dimaksud 

adalah penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dijadikan pedoman 

pengembangan pola penasihatan bagi keluarga bermasalah yang perkaranya 
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masuk ke Pengadilan Agama. Sebagai gambaran, berikut adalah beberapa 

catatan atau ketentuan yang diambil dari PERMA tersebut: 

1) PERMA ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan peradilan yang cepat 

dan murah serta memberikan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. 

2) Menjadikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan 

tingkat pertama. 

3) Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para 

pihak dengan dibantu oleh mediator. 

4) Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang 

membantu para pihak menyelesaikan perkaranya. Mediator dapat berasal 

dari kalangan hakim dan pegawai lainnya pada pengadilan, atau berasal 

dari luar pengadilan. Untuk menjadi mediator, seseorang harus 

mendapatkan sertifikat diklat mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. 

5) Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib untuk lebih 

dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 

Kewajiban ini disampaikan pada hari sidang pertama. Hakim wajib 

memberikan penjelasan tentang prosedur dan biaya mediasi. 

6) Satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak harus sepakat menunjuk 

mediator, dari dalam atau luar pengadilan, kalau tidak, ketua majlis 

berwenang menunjuk mediator. Hakim yang memeriksa suatu perkara 

dilarang menjadi mediator bagi perkara yang bersangkutan. 

7) Setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator. 

8) Proses mediasi berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau 

penetapan mediator. 

9) Atas persetujuan para pihak, mediator dapat mengundang ahli dalam 

bidang tertentu. 

10) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, kesepakatan itu harus tertulis dan 

ditandatangani kedua belah pihak. Dalam kesepakatan itu harus 

mencantumkan klausula pencabutan perkara. Pada hari sidang yang 

ditentukan hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akte 

perdamaian. 

11) Jika mediasi gagal memperolah kesepakatan, mediator wajib 

menyatakannya secara tertulis dan melaporkannya kepada hakim. Lalu 

hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai Hukum Acara yang 

berlaku. 
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12) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses 

mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan 

perkara selanjutnya. Fotokopi dokumen, notulen dan catatan mediator 

wajib dimusnahkan. Mediator tidak dapat diminta kembali menjadi saksi 

proses selanjutnya. 

13) Tempat mediasi adalah di pengadilan atau tempat lain berdasarkan 

kesepakatan. 

14) Penggunaan mediator hakim tidak dipungut biaya. Sedangkan biaya 

mediator yang bukan hakim ditanggung para pihak berdasarkan 

kesepakatan, kecuali bagi para pihak yang tidak mampu. 

Bagi lingkungan peradilan agama, pada prinsipnya, penerapan mediasi 

harus dapat diterima dan dikembangkan. Hal ini sangat sesuai dengan kaidah-

kaidah dalam Islam, baik yang tercantum dalam Al Qur‟an, Al Hadits maupun 

tradisi dalam Islam yang memerintahkan untuk mengutamakan perdamaian dan 

kesepakatan dalam segala hal, kecuali kesepakatan untuk menghalalkan yang 

haram atau sebaliknya. Namun dalam penerapannya, perlu diperhatikan dan 

dibuatkan rambu-rambu agar ada jaminan bahwa peradilan dilakukan dengan 

sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan rasa keadilan bagi 

para pihak pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Proses 

penyelesaian perkara keluarga bermasalah melalui perdamaian dengan 

menerapkan lembaga mediasi, yang ditunjang dengan sistem manajemen yang 

baik, akan memperoleh hasil yang baik.  

Penyiapan unsur manajemen, seperti men, money, materials, methods 

dan lainnya, perlu dilakukan sebaik-baiknya, sehingga sistem baru ini tidak 

menjadi kontra produktif. Kajian-kajian terhadap sistem ini perlu dilakukan. 

Memang, di negara maju, seperti di Australia, pemanfaatan lembaga mediasi 

dalam pola penasihatan dan penyelesaian perkara di Family Court, dinilai 

berhasil dengan baik. Di sana, perkara-perkara yang masuk ke pengadilan dapat 

difilter dan diselesaikan melalui lembaga mediasi, sehingga perdamaian dan 

kesepakatan di antara kedua pihak banyak berhasil diwujudkan, bahkan jumlah 

perkara yang sampai ke majlis hakim, jauh lebih sedikit dibanding jumlah 

perkara yang didaftar masuk pengadilan. Namun demikian, sistem di sana 

belum tentu cocok jika sistem itu diterapkan di Indonesia. Banyak faktor yang 

mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya 

masyarakat sangat menentukan. 
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Kesimpulan 

Mediasi adalah proses pembuatan keputusan dimana para pihak dibantu oleh 

pihak ketiga, mediator; mediator berusaha untuk meningkatkan proses 

pembuatan keputusan dan membantu para pihak untuk menghasilkan outcome 

yang dapat disepakati oleh para pihak. Pola baru penasihatan keluarga 

bermasalah yang dapat dikembangkan di Indonesia perlu terus dikaji dan diuji 

kehandalannya. Sementara kita menggunakan dan menyempurnakan pola lama, 

pola baru ini perlu mendapat perhatian yang serius, terutama dari BP4 yang 

sudah sangat berpengalaman dan dikenal sebagai lembaga penasihatan 

perkawinan terkemuka di Indonesia. Hakikat dari Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan adalah apa yang dikehendaki oleh Menteri Agama dan jajarannya 

sejak sekian puluh tahun yang lalu. Hakikat apa yang dikehendaki adalah 

bahwa peranan penasihatan yang dilakukan oleh lembaga profesional di luar 

pengadilan –dalam hal ini BP4- dapat diperbesar, sehingga jumlah keluarga 

yang pecah dapat diminimalisir sebanyak mungkin. Kini, kemungkinan untuk 

memberi peran yang lebih besar kepada BP4 dalam penasihatan, pembinaan dan 

pelestarian perkawinan, khusus bagi pasangan yang telah mengajukan 

perkaranya ke pengadilan, telah dibuka lebar-lebar oleh Peraturan Mahkamah 

Agung di atas. Ini merupakan tantangan, sekaligus peluang yang sangat besar 

bagi BP4. 
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